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KATA PENGANTAR 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standart pelayanan sebagai tolok 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggraan pelayanan dan acuan penilain kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.Pelayanan publik diatur dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk 

memberikan kepastian hokum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam 

pelayanan publik.  

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus 

mendorong intansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan 

publik.Untuk itu, setiap unit layanan diminta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) 

guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.  

FKP diharapkan untuk mendapatkan keselarasan antara harapan masyarakat dan 

kemampuan penyelenggara pelayanan.Selain FKP, untuk mengetahui persepsi masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik dapat dengan  melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM). 
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A. PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public pemerintah 

berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas 

pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan public merupakan kegiatan yang 

harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk 

tentang peningkatan pelayanan publik. 

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kapanewon 

Pandak sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik. Melaksanakan Forum Konsultasi 

Publik (FKP) dengan melibatkan stakeholder atau Masyarakat dalam rangka perbaikan 

pelayanan, Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban Masyarakat, berperan dalam perumusan 

kebijakan dan membentuk Lembaga pengawasan pelayanan sehingga pelayanan yang 

dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kapanewon Pandak. 

 

2. Tujuan Dan Manfaat  

• Tujuan  

Tujuan diselenggarakan FKP ini untuk mereviu Standar Pelayanan Kapanewon Pandak. 

Mengidentifikasi permasalahan standar pelayanan yang sesuai dengan pelayanan di 

Kapanewon Pandak 

• Manfaat 

Manfaat diselenggarakan FKP yaitu adanya tindak lanjut dari permasalahan yang sudah 

terisentifikasi. Hal ini dimkasud untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

lingkungan Kapanewon Pandak. 

3. Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup  FKP yaitu isi dari standar pelayanan di Kapanewon Pandak. Ada 10 jenis 

layanan di Kapanewon Pandak yaitu  

1) Pelayanan Administrasi Kependudukan 

2) Pelayanan Legalisasi Surat Umum 

3) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Surat Keterangan Miskin 

(SKM) 

4) Pelayanan Rekomendasi Proposal 

5) Pelayanan Dispensasi Nikah 

6) Pelayanan Izin Keramaian 

7) Pelayanan pengesahan Surat Keterangan Mendapat Pembayaran Tunjangan Kelurga 

(KP4) 

8) Pelayanan Pengesahan Rusunawa 

9) Pelayanan Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Listrik 

10) Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris  
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

• Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. 

• Tempat Pelakasanaan 

Forum Konsultasi Publik (FKP) dilaksanakan di Aula Kapanewon Pandak 

2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP 

• Penyelenggara FKP ini diselenggarakan  oleh Struktural  Kapanewon Pandak  terutama 

Jawatan Pelayanan Umum Kapanewon Pandak 

• FKP ini melibatkan stakeholder dan masayarakat seperti Pendamping Kemensos, 

Pendamping Kalurahan, Kalurahan, Dukuh dan perwakilan masyarakat yang sekiranya 

aktif dalam pelayanan publik di Kapanewon Pandak, Ahli/Praktisi, organisasi 

Masyarakat dan tim media. 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Forum Konsultasi Publik (FKP) di lakukan dengan cara berdiskusi dua arah guna 

membahas dan mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik  di Kapaewon Pandak. 

Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan dalam diskusi yang dapat dilaksanakan dalam 

memperbaiki permsalahan yang ada. Kesepakatan ini sebagai bentuk perbaikan atau 

peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada FKP. 

4. Susunan Acara FKP 

WAKTU ACARA KETERANGAN 

08.30 – 09.30  Registrasi peserta  

09.30 – 09.45 Pembukaan   

09.45 – 10.00 Sambutan dari Panewu Pandak 

atau yang mewakili 

 

10.00 – 10.45 Penyampaian materi pelayanan 

publik di Kapanewon Pandak 

 

10.45 – 11.30 Penyampaian materi reviu 

standar pelayanan adminduk  

Bapak Paulus Eko Ananto 

11.30 – 12.00  Diskusi   

12.00 – 12.30  Penetapan Hasil Tindak Lanjut 

FKP 

 

12.30 – 12.45 Penandatanganan Berita Acara 

FKP 

Perwakilan 6 unsur FKP 

12.45 – 13.00 Penutup  
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan FKP dilakukan dalam rangka penetapan Standar Pelayanan di Kapanewon Pandak. 

Serta untuk melakukan perbaik dan dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan 

Kapanewon Pandak. Permasalahan yang di bahas yaitu kesusaian standar pelayanan. 

 

2.Analisis 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat 

digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : 

• Sikap dan kompetensi pelaksana yang lebih ditingkatkan untuk kelancaran pelayanan 

prima kepada masayarakat 

• Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik. 

• Memberikan sosialisasi tentang perubahan persyaratan contohnya dalam pengurusan 

administrasi kependudukan. 

 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

• Sosialisasi sudah diberikan pada saat rapat koordinasi peningkatan kualitas pelayanan yang 

dihadiri oleh dukuh dan kalurahan, namun terkadang informasi yang diberikan belum 

sampai kepada masyarakat. 

• Untuk persyaratan administrasi kependudukan memang ada beberapa kasus yang 

memerlukan persyaratan yang cukup rumit contoh kasus dalam penambahan nama orang 

tua di dalam KK tanpa mempunyai akta kelahiran. Karena proses pencocokan data 

berdasarkan berbagai lampiran berkas sehingga masyarakat perlu mengumpulkan 

lampiran-lampiran tersebut yang dirasa cukup rumit.  

 

3. Rencana Tindak Lanjut 

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek 

(kurang dari 12 bulan). Rencana tindak lanjut dituangkan dalam tabel berikut: 

No. Identifikasi Masalah Program/Kegiatan 
Jangka Waktu 

Penyelesaian 
Penanggung Jawab 

1 

Pelayanana Dispensasi 

nikah dengan 

melampirkan syarat-

syarat lengkap nikah 

Calon pengantin cukup 

membawa surat 

dispensasi nikah dari 

Kalurahan atau surat 

rekomendasi dispensasi 

dari KUA Pandak 

Akan 

dilaksanakan pada 

Triwulan II 

Jawatan Pelayanan 

Umum 

2 

Masyarakat yang 

sosialisasi tentang alur 

dan prosedur pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

Memberikan leaflet 

tentang pelayanan di 

kapanewon Pandak 

kepada kalurahan dan 

dukuh untuk di 

sosialisasikan kepada 

masyarakat 

Akan 

dilaksanakan pada 

Triwulan II 

Jawatan Pelayanan 

Umum 
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D. PENUTUP 

 

Permasalahan dalam standar pelayanan  menjadi prioritas perbaikan dengan rencana tindak lanjut 

yang sudah disusun. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan di Kapanewon 

Pandak. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka 

pendek (kurang dari 12 bulan). 

 

       Bantul, 14 Mei 2025 

Panewu, 
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Lampiran  
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